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Mohon perhatian : Makalah ini disusun cleh
peneliti sebagai hahan diskusi dan untuk

peserta semiloka, Pillhan masalah didasarkan
pada bebérapa temuan lapangan dalam
Penelitian tentang Pembentukan Pengadilan
Korupsi — Proyek Komisi Hukum Nasional Ri
dengan Partnership for Governance Reform In
fndonesia. Tidak untuk dipublikasikan,

mempergleh masukan dari narasumber dan |

- KAJIAN 1 —(Re)Strukturisasi Organisasi Pengadilari Dan Pola Hubungannya
Dengan Lembaga Penyidikan/Penuntutan Dalam_Wadah Sistem .
Peradilan Pidana indonesia

Pendahuluan , . .

Korupsi yang térjadi di Indonesia, oleh masyarakat Indonesia’ sendiri
maupun masyarakat Internasional, diakui me.upakan salah satu yang terburuk
di dunia. Banyak penelitian yang telah dilakukan, ba|k oleh penelili dalam negeri
maupun peneliti asing, sampai pada kesnmpulan yang hampir sama bahwa
upaya pemberantasan dan pénbegah_an yang dilakukan terh_édap'kejahatan yang
sudah dianggap sebagai “extra-ordinary crime’ ini belum memberikan hasil yang
memuaskan. | | | | |

Pemberantasan dan pencegahan dari kejahatan yang bersifat “extra-
ordinary” ini dianggép memeriukan upéya—upaya yang bersifat “extra’. Untuk
itulah muncul gagasan pembentukan pehgadi!an korupsi sebagai salah satu
mekanlsme pemberantasan dan pencegahan korup31

Untuk menghlndan dampak negatif yang muncul dalam pembentukan
pengadilan korupsi, perlu dikaji secara mendalam fakior-fakior yang bersifat
urgen dan menjadi justifikasi dari gagasan tersebut. Demikian pula kajian
terhadap intrumen hukum pidana yang berkaitan dengan masalah lm khq’s&é’nya
dalam perspektif komponen str'uktu'rai, perfu pula dilakukan secara mendalam,
sehingga pémbentukan pengadilan korupsi dapat diletakan secara ?epat dalam



kerangka Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan strategi pemberantasan
korupsi secara komprehensif dan integratif. |

- Berkaitan dengan g'agasan pembentukan péngadilan korupsi dalam kajian
komponen hukum pidana yang bersifat struktural, dalam makalah ini secara
singkat dipaparkan hasil kajian yang telah dilakukan yang menyangkut (a)
struktur  organisasi pengadilan;, dan (b) pola hubungan Ilembaga
penyidikénlpenuntutan dengan pengadilan. Kajian yang dilakukan terhadap
kedua masalah tersebut didasarkan pada data primer yang digali dari 14 orang
narasumber dan 120 orang responden yang tersebar di lima kota yaitu Medan,
Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar (lihat Lampiran) serta dilengképi
dengan data sekunder dari hasil stud_i kasus dan studi perbandingan di beberapa
negara. '

Pada beberapa bagian makalah _ini diajukan beberapa pemnklran
semeniara yang juga mencakup jawaban semeniara untuk mengatasi pilihan
masalah yang diajukan. Forum ini diharapkan dapat memberikan tanggapan dan
masukan terhadap hal tersebut.

Peta Permasalahan _

Kompetensi mengadili perkara korupsi, khususn_ya atas tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh orangéorang yang tunduk pada peradilan umum,
berdasarkan Undang-Undang tentang Kétentuan—Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman {(UU NO. 14 Thn 1970 jo UU NO. 35 Thn 1999) dan Undang-Undang
tentang Peradilan Umum \UU No. 2 Tahun 1986) dimiliki oleh Pengadilan
(Negeri dan nggl) dalam. lmgkungan peradilan umum. Badan-badan peradiian
tersebut secara focrmal menyangkut aspek teknis, organisasi, administrasi dan
finansialnyé berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Secara umum eksistensi dan kinerja lembaga pengadilan yang ada oleh
sebagian masyarakat cenderung diberikan penilaian yang tidak positif. Salah
satu argumentasi atas pernyataan tersebut miSalnya tercermin dalam Laporan
Akhir (Pebruari 2002) Survey Nasional Mengenai Korupsi Di indonesia
yang diakukan oleh Kantor Eksekutif K_emitraan bagi'Pembaharuan Tata
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Pemerintahan di Indonesia. Laporan ersebut menyatakan bahwa badan judikatif
dan kejaksaan dianggap sebagai lembaga pubhk yvang paling korup. Survey
mengungkapkan bahwa para haklm dan jaksa termasuk institusi atau individu -
yang terkorup di Indonema hanya sedikit lebih baik dibandingkan pohsl lalu lintas
dan aparat bea cukai (2002:xi).
Hasil yang senada dengan Survey Nasional tersebut dldapatkan oleh

* Peneliti melalui penggalian data pada 120 orang responden di lima kota besar.
Berkaitan dengan institusi dan kinerja aparat penegakan hukum, peneliti antara
lain  mengungkap pandangan responden tentang beberapa aspek seperti
kredibilitas, hasil yang dicapai, sikap masyarakat dan komitmen untuk
memberantas dan mencegah korupsi
1. Kredibilitas Institusi

Rasa ketidakpercayaan terhadap institusi dan kinerja aparat penegakan

hukum yang menijadi bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia bagi

responden terutama berada dalam tahap awal dan akhir dari proses peradilan

korupsi, yaitu ada pada inétitusi kepolisian dan pengaditan.

Gambar 1 Rasa Ketidakpercayaan Terhadap Institusi Dan Kinerja

Berkaitan dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengadilan dalam
memeriksa -dan memutus perkara korupsi anam pandangan responden
masih terdapat kelemahan antara lain belum mandiri dan tidak
independentiya pengadilan. ' | | | |
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Gambar 2 Faktor Kelemahan Dalam Pengadilan

2, Si’kap Masyarakat
- Responden me_nilai masyarakat bersikap pesimis terhadap upaya

pemberantasan dan pencegahan korupst melalui pengadilan.
Gambar 3 Sikap WMasyarakat Terhadap Pemeriksaan Korupsi Di  Pengadilan

Penilaian responden tersebut berkaifan dengan pengamatan atas cara
pengadilan menangani perkara korupsi yang dinilai biasa-biasa saja dan tidak
mencerminkan adanya kemauan untuk melakukan prioritas penanganan.

Gambar 4 Pemeriksaan Korupsi Di Pengadilan Saat Ini




Hasil Yang Dicapai

Penilaian responden terhadap cara pengadilan yang memperiakukan perkara
korupsi sama dengan perkara lé_innya dianggap memunculkan sikap
masyarakat yang negatif terhadap hasil dari upaya pemberantasan dan
pencegahan korupsi. Menurut responde_h upaya pemberantasan ~korupsi -
belum menampakan hasil sehingga juga sangat mengecewakan dan

dianggap memalukan.
Gambar § Hasil Upaya Pemberanfasan Korupsi

Political Will

Hasil dari upaya pemberantasan korupsi yang dinilai negatif tidak lepas dari -
pandangan responden yang juga melihat bahwa kalangan yudikatif dan
eksekutif merupakan pihak yang sangat rendah komitment dan kemauannya

untuk mencegah dan memberantas korupsi.
Gambar 6 Komitmen dan Kemauan Memberantas Dan Mencegah Korupsi

Beberapa aspek yang digéﬁ dari pendanat responden juga menunjukkan

kelemahan-kelemahan yang ada dalam upaya pemberantasah dan pencegahan
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korupsi. Ot.eh karena itu, responden berpendapat dalam rangka pembenahan
sistem peradilan perkara korupsi, responden setuju dibentuk pengadilan khusus

selain institusi {ain untuk menangani perkara korupsi secara khusus.
Gambar 7 Institusi Khusus Yang Perlu Dibentuk Untuk Penyelesaian Perkara Korupsi

Pembenahan sistem peraditan untuk perkara korupsi memang tidak hanya
cukup dengan pembenahan pada institusi pengadilannya saja, tetapi dibut(zh_kan
pembenahan secara bersamaan pada institusi lain yang merupakan rangkaian
dari ki_nerja sistem peradilan pidana. Pembenahan yang mencakup sub sistem
lain dart sistem peradilan- pidana perlu dilakukan mengingat sistem hukum
pidana yahg ada di Indonesia dalam beberapa hal memiliki kecenderungan
menciptakan kondisi yang justru jauh dari keterpaduan. Beberapa undang-
undang telah merancukan ataupun meniadakan differensiasi kewenahgan.
Kondisi seperti ini misalnya dapat ditemukan 'p_ada kewenangan untuk
melakukan _penyidikan. ' _

Undang-Undang tentang Kepolisian (UU No. 2 Tahuﬁ 2062) telah
mene_gaskan bahwa kepolisian berwenang untuk menyidik semua tindak pidana
sebagaimana vang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Demikian pula Undang-Undang tentang Kejaksaan (UU No. 5 Tahun
1991) dalam Pasal 27 'ayat (1) butir d menegaskan- adanya kewenangan pada
kejaksaan untuk melakukan penyidikan secara terbatas. Undang-Undang
tentang Pemberantasan Tirndak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1982 jo UU
No. 2 Tahuh 2001) semakin menambah potensi ketidakterpaduan ini dengan
menegaskan pada Pasal 27 yang menyatakan bahwa “Dalam hal ditemukan



tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim
~ gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung’. ‘ |

Pada masa yang akan datang dengan terbentuknya Komisi
Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi kemungkinan timbtilnya
ketidakterpaduan bahkan pertentangan antar instansi dalam | upaya
pemberantasan dan pencegahan korupsi menjadi semakin besar. Pasal 43 ayat
(2) Undang-Undang teritang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
menegaskan tugas dan wewenang Komisi fersebut untuk melakukan koordinasi
dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang. berlaku.

Berbagai undang-undang yéng telah memberikan kewenangan penyidikan
pada berbagai instansi tersebut secara sepiritas memang terlihat seperti berada
datam _kerarigka untuk membangun suatu sistem peradilan pidana terpadu.
Namun dalam kenyataannya substansi pada berbagal perundang-undangan
tersebut diimplementasikan dengan hanya mempertimbangkan independensi
sektoral yang pada akhirya hanya memunculkan ketidakpaduan dan bahkan
perténtangan. Faktor lain'yang hendaknya dijadikan sebagai dasar pertimbarigan
perlunya dicermati permasalahan tersebut adalah untuk mencegah kelemahan-
kelemahan tersebut justru dijadikan sebégai senjata ampuh untuk menggagalkan
- proses peradilan perkara korupsi itu sendiri. o

Masalah duplikasi kewenangan untuk melakukan penyidikan yang dimiliki
beberapa instansi hanya akan menjadikan upaya pemberantasan dan
pencegahan korupsi semakin tidak optimal. '

Beberapa Alternatif Pemecahan Masalah

Pembenahan (restrukturisasi) organisasi peradilan perkara korupsi
tampaknya bukan hanya menjadi masalah dan kebutuhan dari beberapa negara
tertentu seperti lndohes’ia.' Pandangan masyarakat internasional seperti yang
tercermin misalnya déiam The Lima Declaration Against Corruption sebagai |
hasil dari The 8" International Anti-Corruption Conference di Lima Peru 7-11
September 1997 telah menegaskan pehtingnya pembenéhan sistem peradilan



dengan menyatakan “Alf goyemments must assure z_‘he independence, integtity
and de-politicization of the judicial system as the cornerstone of the of law on
-which the effectiveness of all efforts to combat corruption depends’. Namun
demikian upaya ini juga tidak boleh sampai mengikis esensi dari peradiian itu
sendiri. Prinsip kehati-hatian tersebut dalam forum inte[nasionat yang sama yaitu
~sebagaimana yang tercantum dalam The Durban Commitment To Effective
Action Against Corruption hasil dari The 9% international Anti-Corruption
- Conference di Durban Afrika Selatan- 10-15 Oktober 1999, menegaskan bahwa
“We will develop approaches capable of restoring integrity to a judiciary in ways
which cal for'gfeater accountability but without eroding the judiciary’s essential
independence”. ' |
Data primer yang diperoleh dalam peneliian menunjukkan bahwa
responden menghendaki secara struktural organisasi pengadilan untuk perkara
korupst merupakan pengaditan khuéus, seperti halhya Pengadilan Anak,
Pengadilan HAM dan juga Pengadilan Ekonomi. Namun demikian pendapat
responden yang. menghendaki dibentuknya pengadilan korupsi yang bersifat
khusus dan mandiri juga cukup besar.
Gambar 8 Kedudukan Pengadilan Untuk Perkara Korupsi.

Upaya pembentukan pengadilan korupsi menurut pandangan responden

sudah sangai mendesak (urgen). Hal tersebut didasarkan pada'alasan bahwa

jumiah perkara korupsi yang diperiksa meningkat semakin meningkat dan juga
~ telah terjadi inefisiensi dalam penanganan perkara korupsi. '
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Gambar 9 Alasan Per_nhentukdn Pengaditan Korupsi

Berdasarkan hasil beberapa kajlan yang antara jain dari kajian yang

bersifat komparatif, organisasi pengadilan yang memeriksa dan memutus
perkara korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa model yang antara lain.

- sebagai berikut :
1.

Mode! A _ _

Pengaditan yang memeriksa dan rh_emutus perkaia korupsi merupakan
pelaksana kekuasaan kehakiman yang tidak bersifat khusus'. Perkara korupsi
dipériksa dan diputus oleh pengadilan yang sama seperti halnya penanganan
perkara-perkara pidana lainnya. | h

Model inilah yang sekarang dijalankan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Yurisdiksi/kekuasaan pengadilan ini antara lain didasarkan pada Pasal 50
Undang-Undang tentang Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun 1986) yang
menyatakén “Pengadﬁan N_égeﬁ berfugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menye!esafkan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat
pén‘ama”. Sedangkan pada Pasal 51 ayaf (1) menyatakan ‘fPengadﬂan'
Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di
tingkat banding’. |

Model yang mirip seperti ini juga diterapkan di beberapa negara lainnya

~ seperti misalnya di Hong Kong.

Mcdel B _ _
Organisasi pengadilan untuk perkara korupsi merupakan 'bagian. dari suatu
lingkup kewenangan peradilan tertentu. Berdasarkan Pasal 8 'U_ndang--



Undang tentang Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun 1986) dinyatakan bahwa
“Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur
. dengan Undang-Undang”._ Model seperti ini dalam perkara pidana sudah
_diterapkan ke dalam beberapa bidang seperti Pengadilah Hak Asasi Manusia
(UU No. 26 Tahun 2000); Pengadiian Anak (UU No. 3 Tahun 1997); dan
* Pengadilan Ekonomi (UU Drt No. 7 Tahun 1955),

. Model C L

Pengadilan korupsi menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
- disamping kekuasaan kehakiman yang lainnya. Kemungkinan penerapan
model seberti ini dapat dilakukan antara lain dengan berdasar pada'.
" ketentuan Pasal 13 Undang-Uhdang tentang Ketentuan-Ketentutan Pokok
Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999)
yang menyatakan “Badan-badan Peradilan khusus diéamping badan-badan
peradilan yang sudah ada, hanya dapat diadakan dengan Undang-Undang”
Studi tentang pengadilan khusus korupsi yang dilakukan oleh “Kelompok
Ketja Ornop” yang terdiri dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk
Independensi Peradilan {L.elP); Masyarakat Transparasi Indonesia (MTI);
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Tim
Gabungan Pemberantasan Tindak  Pidana = Korupsi (TGPTPK),
mengajukan model pengadilan korupsi -éeperti ini. Rancangan Undang-
Undang tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang felah dibuat
kelompok tersebut antara lain menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman di
Hngkungan' Peradilan Kcrupsi dilaksanakan oleh Pengadilan Korupsi serta
Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Korupsi berpuncak pada
Mahkamah Aguing sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

. Model D

Kekuasaan kehakiman untuk mengadili pérkara kotupsi pada model ini
bersifat campuran antara yang umum dan khusus. Model campuran ini -
diterapkan dengan berdasarkah' misalnya pada ancaman pidana dari perkara
yang ada. Sistem peradilan di Philippina menganut model seperti ini, yaitu
d_eﬁgan klasifikasi : ' '
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a. Untuk perkara yang ancaman pidananya berupa pidana penjara selama 6 |
tahun atau kurang dan pidana denda kurang dari P 6,000.00 diadili oleh
The Municipal Trial Courts (MTC) atau Municipal Circuit Triai Court
(MCTC) sebagai pengadilan tingkat pertama. Keputusan lembaga
tersebut dapat dimintakan banding pada Regional Trial Court (RTC) dan
seterusnya pada the Sandiganbayan dan akhirnyé pada the Supreme
Court. '

b. Untuk perkara yang ancaman pidananya berupa pidana penjara lebih dari
6 tahun dan atau denda lebih dari P 6,000.00 diadili langsung oleh the

~ Sandiganbayan yang selanjutnya dapat dimintakan banding pada the
Supreme Court. | '

5. Model E .
Organisa_si pengadilan dengan model ini bersifat sangat khusus. Model ini
antara lain dapat‘ ditemukan di negara Thailand. Berdasarkan Konstitusi
Thailand yang diamandemean pada tahun 1997 pada Mahkamah Agung (the
Supreme Court) dibentuk the Criminal Division for Holders of Palitical
Positions. Divisi ini dibentuk untuk mengadili para pemegang jabatan politik

~ seperti perdana menteri, menteri, anggota House of Representatives, senator
atau para pemegéng jabatan politk lainnya yang didakwa melakukan
pelanggaran yang bgrkaitan dengan adanya indikasi kekayaan yang tidak
wajar, pelanggar Criminal Code, tindakan tidak terpujitidak juju'r s'eﬁa

korupsi. ' .
Res'truktu.riSasi organisasi pengadilan yang dilakukan oleh Thailand dan

Phlippina ternyata membawa perubahan yang cukup berhasil dalam upaya

- pemberahtasan dan pencegahan korupsi. Indikator keberhasilan restrukiurisasi -

organisasi tersebut misalnya tampak- dari hasil penilaian lembaga-lembaga

swasta internasional yang cukup kredibel seperti Transparency International

(T1) yang berpusat di Jerman atau Political and Economic Risk Consultancy

(PERC) yang berpusat di Hong Ko_né. Dari tahun ke tahun kedua negara tersebut

memperoleh penilaian yang semakin positif dalam melakukan upaya-upaya

pemberantasan dan pencegahan kofupsi.

11
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Model. organisasi pengadilan seperti yang dibentuk di Thailand ini ':dapat
diterapkan di Indonesia mengingat' Pasal 39 Undang-Undang tentang Mahkamah
Agung | (UU No. 14 tahun 1985) menyatakan bahwa “Disamping tugas dan -
kewenangan tersebut dalam bab ini Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan
kewenangan lain berdasarkan Undang—Undang’
| - Upaya restrukturlsasl organisasi pengadilan melalui penerapan suatu
model harus dilakukan secara cermat. sehingga tidak sémpai menimbulkan
dampak negatif seperti misainya justru mengikis esensi dari peradilan itu sendiri.
__Demiki_an upaya restrukturisasi organisasi pengadilan tersebut akan lebih
berhasil apabila didukung oleh komitment dan kemauan pollitik penhyelenggara
negara. Dalam pandangan responden komitment dan kemauan politik dari
kalangan yudikatif dan eksekutif untuk memberantas dan mencegah korupsi
cukup memprihatinkan (lihat gambar 6 ) _

Masalah pent:ng lain yang periu diperhatikan dalam upaya restrukturisasi
organisasi pengadilan ini adalah penggunaan pendekatan yang bersifat sistemik.
Temuan yang diperoleh antara lain menggambarkan timbulnya berbagai
kelemahan sebagai akibat diabaikannya pendekatan tersebut.

Tim peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam laporan
peneiitian {entang Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenati
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum
menyatakan bahwa koordinasi yang ada dalam hukum acara pidana memang
menyiratkan adanya koordinasi dalam -pelaksanaan tugas masing-masing
lembaga dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi dalam Undang--undang
organik yang berkaitan langsung dengan. masing-masing I'embaga ternyata tidak
tercermin adanya dorongan “untuk melaksanakan koordinasi semacam _ini.
Sebagai akibatnya terjadi fragmentasi dalam perjalanan proses peradilan pidana
séhingga tujuan sistem tidak tercapai. Eksklusivisme lembaga ‘ini dijumpai
sebagai " suatu kondisi yvang ada di semua lembaga vyang bertugas
menyelenggarakan pefaditan pidanz. Interdepedensi antar lembaga yang
merupakan suatu hal yang diperiukan dalam pendekatan sistem ternyata lebih
dipersepsi sebagai hambatan dan mehdorong eksklusivisme Iembéga; bukannya



sebagai hal yang konstruktif dan mendorong keiersaduan antar iF*mbaga Pada
akhirmya muncul pula Esprit de corps vansg .:.”»’a‘w ; apra'n (2001 128-30).

Berbagai langkah yang konstruktif sangat diperiukan, selain untuk
menghulangkan -duplikasi kewerang=n d..n plga untuk menghindari timbuinya
frikst antar sesama lembaga penyelengga“s uoradilan pidana. Ruang lingkup
kewénangan’ yang tegas diperukan untuk menghindari tumpang tindih dan
kétidakjeiasan koordinasi. Monopoli kewenangan oleh sebagian narasumber
dianggap harus dihindari dan tidak perlu untuk dilakukan. Alasan yang
dikemukakan antara lain untuk mencegah manipulasi kewenangan yang dimiliki.
Demikian puia pendapat responden dengan prosentasi yang CuUkup besar
menyatakan sebaiknya kewenangan, baik untuk penyidikan maupun penuntutan
tidak dumonopoh oleh satu *nmbaga saja.

Gambasr 6 Kewanangan Penyidikan

Berkaitan dengan |e_rh'baga penuntutan (& 5ot peiiu diperhatikan beberapa hat
sepent yéng ‘antara fain  diker. ukakan oleh Transparency International: * The

-~
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rute of .’aw_re'quims that prosecutions on behalf the <rute be conducted fairly and
| reasonably.... Unquestionably, 6ne of the rﬁost Jimicusn 'areaa'“of the law is the
discretion to prosecute. This issue lies af ine “n foundat:on of @ system of
justice.... (Transparency international Source Book 2000 Chapter 8, Page 7)
Sedangkan berkaitan dengan pailuasan kewenangan per .ntutan, lembaga
tersebut juga mengatakan lebih tanjut *The "spacial prosecutor” ..is a possible
alternative to a commission of mquiry Some legal systems make pro\)ision for an
mdependent prosecutor in addmon to, and independent of, the public prosecutor.
This approach has been found ro have merit where aﬂegat:ons and investigations
of corruption are made which touch upon the higher echelons of govemment. in
such circumstances, the public may distrust the abﬁify of the administrative
machinery of govemment {0 mvestrgate itseif".

Pembagian fungsi dan wewenang {misalnya fungs dan wewenang
penyidikan antara lembaga kepolisian , kejaksaan dan Komisi Pemberantasan
Tindak Ficana Korupsi) dapat dicapai melalui kosepakatan dalam tingkat
legislasi dengan mengacu pada the integrated onminal justice system.

" Restrukturisasi organisaéi ‘pengadilan  {apst iuga dimantaatkan seoptimal
mungkin dan dijadikan sebagﬁai media pemecahan miensaléh antara lain melaiul
perluasan pemberian kewenangan pzoa lemnaga pengadilan untuk memutus
sengketa kewenangan yang timbul di antara ms'alma lembaga penyelenggaré
peradilan pidana. Namun demikian hal tersebut bukan diinaksudkan untuk
mengurangi independensi karéna bagaimanapun “An independent, impartial and - |
informed judiciary holds a central place in the rodlization of just, honest, cpen
and accountable govermment. ... The ooncepr' of independence and accountability
of a judiciary, within a democracy, actually reinforce each other. Judicial
independence relates to the institution — independence is not designed fo benefit
an individual judge, or even the Judiciary as a body. It is desigried to protected
the peo+e” (Transparency Intematicnal Source Book 2001 Chapter 8 Page 1).
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1. Reformasi Kebijakan

.. Diagy
"'Pell'ékééhaan' kekuasaan ke- | intensifikasi penanganan Pembentukan Peraturan Pe-.
hakiman untuk mengadili per- | perkara korupsi dalam yu- | merintah  dari  UU  No.
kara -korupsi pada pengadilan | risdiksi péradilan umum | 3171998 jo 20/2001 tentang
‘| datam yuriédiksi peradilan u- | melalui instrumen psratur- | intesifikasi pemeriksaan per-
mum belum memberikan ha- [ an pelaksanaan undang- | kara korupsi datam lingkup
1 sil yang memuaskan seba-{ undang - yurisdiksi peraditan umum

gaimana diharapkan masya- | '

rakat ' Pembentukan pengadilan | Pembentukan -Undang-Un-
khusus korupsi melalui { dang tentang Pengadilan
instrumen undang-undang | Khusus Korupsi

Kewenangan fungsi penyi- i Peningkatan  koordinasi | Penetapan Peraturan Peme-
dikan pada beberapa instansi | fungsi penyidikan dan: pe- rintah tentang pensgasan
menimbulkan kecenderungan | nuntutan pada Kepolisian, fungSi penyidikan. dan  pe-
ketidakpaduan dan perten- | Kejaksaan dan  Komisi | nuntutan di antara Kepoli-
tangan antar lembaga sistem | Pemnberantasan Tindak Pi- | sian, Kejaksaan dan Komisi
‘peradilan pidana : dana Korupsi‘ Pemberantasan Tindak Pida-

-

na Korupsi

Differensiasi fungsi peradil- | Integrasi penibantukan un-
an perkara korupsi melalui | dang-undang pengadilan
undang-undang khusus korupsi dengan lem-
| baga pengemban fungsi pe-

nyidikan dan penuntutan ¢
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2. Reformasi Teknis

an anarkhis

) Kéﬁdék'puésah ' mésyarakat
| terhadap proses peradilan
perkara korupsi dapat me-
nimbulkan  tindakan-tindak-

dang-Undang

Pembenahan infra dan supra
struktur peradilan umum yang
dapat mengoptimalkan pe-

nyelesaian perkara korupsi

Penyusunan Rancangan Un-
Pengadilan
Khusus Korupst

M'eningkatkah' sa'r_ana' dan
prasarana peradilan umum
serta meningkatkan kualitas
dan kuantitas persecnil pera-
(hakim dan
panitera) yang bertugas me-

difan  umum
nyelesaikan perkara korupsi

Melibatkan secara maksimal
berbagai komponen masya-
rakat dalam pembuatan draft
RUU Pengadilan Khusus Ko-
rupsi

ya pemberantasan
pencegahan korupsi

Ketidakpaduan antar lem-
baga dafam pelakéanaan
- fungsi peradiian korupsi da-
pat menimbulkan konflik
antar lembaga yang pada
akhirnya menghambat upa-

dan

Penetapén rincian fungsi dan
kewenangan antar lembaga
penyidikan dan penuntutan

Pengintegrasian proses pera-
ditan perkara korupsi

Meningkatkan partisipasi
bersama dalam koordinasi
fungsi dan wewenang pe-

nyidikan dan penuntutan

Mengangkat potisi, jaksa dan
hakim yang bersifat ad hoc
untuk mendukung pencapai-
an proses peradilan korupsi
secara oplimal
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